PAGE  
2

[image: image1.jpg]/
] >





PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR       06      TAHUN 2004
TENTANG

PENGAWASAN PENERTIBAN PEREDARAN

MINUMAN BERAKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang
:  
a.
bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan  minuman berakohol di Kabupaten Muaro Jambi dipandang perlu mengatur mengenai pengawasan dan penertiban peredaran minuman berakohol tersebut;
b. bahwa pengawasan dan penertiban terhadap peradaran dan penggunaan minuman berakohol sebagaimana dimaksud huruf a diatas sangat penting artinya terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan beriman serta meningkatkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat Kabupaten Muaro Jambi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Berakohol;
Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian       ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Unadang-undang Nomor 43 Tahun  1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );

3. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah     ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambhan Lembaran Negara Nomor 3495 ); 
4. Undan-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah   ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Presiden 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Kehakiman Nomor M 04 – PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN  :

MENETAPKAN

:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;

2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3.
Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;

4.
Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilisasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan campuran konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi 3 (tiga) golongan yaitu ;
a. Golongan A 
: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 5%

b. Golongan B
: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 20%
c. Golongan C
: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 20% sampai dengan 55%

5.
Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan dalam bentuk perdagangan maupun non perdagangan;
6.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha ekonomi;
7.
Produksi adalah sesuatu yang memproses dari satu bahan baku apapun bentuknya yang dapat merubah menjadi produk baru akibat dari sentuhan teknologi dan industi;
BAB II

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN 

BERALKOHOL 

Pasal 2

(1).
Setiap Orang atau badan dilarang menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 4 huruf b dan c Peraturan Daerah ini ditempat umum dieilayah Kabupaten Muaro Jambi.
(2).
Larangan Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikecualikan trhadap Hotel. Bar dan Restoran dan tempat  tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)
Ketentuan pengecualian tempat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberikan atas Izin Bupati.
(4)
Jumlah ukuranm jenis dan kandungan alkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.

Pasal 3

Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh dibuat dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 M.

Pasal 4

(1) Setiap orang atau Badan  yang mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a) Mengajukan Permohonan  Izin kepada Bupati Muaro Jambi;

b) Melampirkan photo copy SITU;

c) Melampirkan photo copy Izin Produksi atau Pembuatan Minuman beralkohol dari Menteri Peridustrian dan Perdagangan;

(2) Izin yang diberikan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayt (3) tidak boleh dipindah tangankan.
Pasal 5
Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi karena :
(1) Atas permintaan dari pemegang izin;

(2) Masa berlaku izin habis;

(3) Pemegang  Izin meninggal dunia;

(4) Dicabut karena melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atau Peraturan Daerah  ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.
Pasal 6
Minuman beralkohol hanya dapat dikonsumsi ditempat yang memiliki izin.

Pasal 7

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang memproduksi  ataupun mengemas minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Pasal 8
Perorangan atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud  Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk;
a. Bertanggungjawab menjaga ketertiban dan keamanan;

b. Izin harus ditempelkan ditempat tertentu sehingga mudah dilihat oleh umum.
Pasal 9
(1) Pengawasan dan penertiban tempat tertentu penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
(2) Untuk mengawasi dan menertibkan tempat penjualan minuman beralkohol, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait.

(3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dalam bentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal  10
Bupati berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan Umum 
Pasal 11

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusu, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 12

Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol yang termasuk dalam golongan A, b dan C ditempat-tempat  umum atau ditempat yang dapat mengganggu ketertiban Umum.

Pasal 13

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini masa berlakunya 6 (enam) bulan.

BAB III
KETENTUAN  PIDANA

Pasal 14
(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat  (1) pasal 3, pasal 6, dan pasal 7 serta Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah}.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran
BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 15
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemeritah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Peredaran Minuman beralkohol, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpul dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peredaran minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman Berakohol;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman berakohol;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman berakohol;
e. Melakukan penggeledahan untujk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahlidalam ragka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman Berakohol;

g. Menyuruh berenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peredaran Minuman beralkohol;

i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB V

KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.









Ditetapkan di Sengeti








pada tanggal   26  Juli   2004                  








BUPATI MUARO JAMBI,








          H. AS’AD SYAM

Diundangkan di Sengeti

pada tanggal   27  Juli  2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

H. MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR   41 SERI   E   NOMOR  9.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 

NOMOR 06 TAHUN 2004
TENTANG

 PENGAWASAN DAERAH PENERTIBAN PEREDARAN 

MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM



Bahwa dalam upaya pengawasan dan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Muaro Jambi diperlukan payung hukum yang menjadi dasar dalam penindakan setiap setiap pelanggaran yang brekaitan dengan minuman beralkohol tersebut. 




Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Muaro Jambi.

II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1




Cukup jelas


Pasal 2



Cukup jelas


Ayat (1) Tempat Umum yaitu anatara lain Pasar, Perkampungan, Permukiman, Sekolah, Rumah Sakit.


Ayat (2) Hotel adalah Hotel Berbintang tidak termasuk tempat karoeke dan Cafe, serta tempat tertentu seperti Tempat Penyelenggaraan Acara Pemerintahan, Lokasi/Situs Sejarah.


Pasal 3




Cukup jelas


Pasal 4




Cukup jelas


Pasal 5 
 
Cukup jelas

Pasal 6 

Cukup jelas


Pasal 7




Cukup jelas


Pasal 8




Cukup jelas


Pasal 9

Ayat (2) Instansi Terkait adalah terdiri dari Pihak Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, Bagian Hukum, Sat Pol-PP, Bagian Sosial dll.


Cukup jelas


Pasal 10



Cukup jelas


Pasal 11




Cukup jelas


Pasal 12




Cukup jelas


Pasal 13




Cukup jelas


Pasal 14



Cukup jelas


Pasal 15



Cukup jelas

      Pasal 16



Cukup jelas


Pasal 17



Cukup jelas

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 

NOMOR 02 TAHUN 2004
TENTANG

 ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN MUARO JAMBI

II. PENJELASAN UMUM



Bahwa sesuai dengan system Kesehatan Nasional dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berupaya mengimplementasikannya dalam bentuk pendirian Rumah Sakit Umum  Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dimana pendiriannya tetap mengacu pada fungsi sosial dengan memperhatikan mutu dan aspek kemanusiaan.




Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan di Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi pada khususnya.

II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1




Cukup jelas


Pasal 2




Cukup jelas


Pasal 3




Cukup jelas


Pasal 4




Cukup jelas


Pasal 5




Cukup jelas


Pasal 6




Cukup jelas


Pasal 7




Cukup jelas


Pasal 8




Cukup jelas


Pasal 9




Cukup jelas


Pasal 10



Cukup jelas


Pasal 11




Cukup jelas


Pasal 12




Cukup jelas


Pasal 13




Cukup jelas


Pasal 14



Cukup jelas


Pasal 15



Cukup jelas

      Pasal 16



Cukup jelas


Pasal 17



Cukup jelas


Pasal 18


Cukup jelas


Pasal 19




Cukup jelas


Pasal 20




Cukup jelas


Pasal 21




Cukup jelas


Pasal 22




Cukup jelas


Pasal 23




Cukup jelas


Pasal 24




Cukup jelas


Pasal 25




Cukup jelas


Pasal 26



Cukup jelas

























